DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Abdurrahman, 1994. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk
Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Rubaie, 2007. Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
Bayumedia, Malang.

Adrian Sutedi, 2007. Implementasi

Prinsip Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2006. Implementasi

Prinsip Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.

Amos Neolaka, 2014. Metode Penelitian dan Statistik, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
C.S.T. Kansil, 1995. Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua, Jakarta: PT. Pradnya
Paramita.
CST.Kansil, 1989. Pengantar lImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka.
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014. Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika.

Djoni Sumardi Gozali. 2019. Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan
danProsedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eka Irene Sihombing, 2009. Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta.
H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, 2017. Kamus Hukum Dan Yurisprudensi,
Kencana, Depok.

Ishag, 2014. Pengantar hukum Indonesia (PHI), Cetakan Pertama Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

67



68

Mudakir Iskandar Syah. 2019. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan
Kepentingan Umum. Jakarta: Jala Permata Aksara.

M. Yahya Harahap, 2002. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

M.A. Moegni Djojodirjo, 1979. Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama,
Jakarta: Pradnya Paramita.

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Cetakan 1V, Yogyakarta,Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2014. Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Muhammad Abdulkadir.2014. Hukum Perdata Indonesia.Bandung: Citra Aditya
Bakti, halaman

Mohammad Perindra Ekastya. 2015. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Bangunan Untuk Kepentingan Umum. Skripsi. Universitas Negeri
Semarang. Semarang.

Muhammad Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.

Nur Adhim. 2019. Model Upaya Hukum Terhadap Ganti Kerugian Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam Jurnal Gema Keadilan
Vol 6

Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Cet.6, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Purwahid Patrik, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir
Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung.

Rahmat Ramadhani. 2018. Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat
Hak Atas Tanah. Medan:Pustaka Prima.

R. Setiawan, 1977. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung. Satjipto
Raharjo, 2000. llmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Skretariat Perusahaan PT PLN (Persero), 2010. Statistik PLN 2010, Jakarta.
Syafruddin Kalo, 2004. Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum, FH USU, Medan.



69

Oloan Sitorus, 2004. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra
Kebijakan Tanah, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Dekie GG Kasenda, 2015 “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum”, Morality : Jurnal llmu Hukum, 2.2

Dimashutri Pamungkas, “Pedoman SUTT dan SUTET” Final setelah dedit
https://www.academia.edu/8833223/ Pedoman SUTT SUTET Final setelah
diedit, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 diakses pukul 15:51.

Ferry Wantouw. 2014. Jurnal Ilmiah Dan Media Engineering. Vol. 4 No. 4,
Desember. HIm 239-256.

Fratmawati, Dwi, 2006. “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum”. di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan
Raya Ngaliyan — Mijen)”.

Lia Nuraini, Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah
Berstatus Quo Dipulau Galang, (JH. lus Quia lustum, Nomer 2 vol.28),
him 320

Meliala, Dajaja S. 2019. “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan
Hukum Perikatan”, 53.9

Sinaga, Niru Anita, 2018, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam”,
Binamulia Hukum.

Sumardjono, Maria S.W., “Pendaftaran Hak Tanggungan”.Unisia, 13.17 (1993),
84-80 https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art9 30 Oktober 2021
diakses pukul 13.00.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pemabngunan Untuk Kepentingan Umum Undang- Undang
Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Tahun 2016.



70

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pengadaan Tanah Untuk
kepentingan Umum. Tahun 2012.

Pasal 2 Huruf F Peraturan Presiden Nomor 19 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tahun
2021.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



